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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa sengketa utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut. Tanggung jawab pidana pelaku penagih utang bahwa ada dua pasal yang akan menjerat bagi pelaku penagih utang yaitu Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog) dan Pasal 27A dan 27B soal pencemaran nama baik, Pasal 29 soal ancaman pribadi terdapat UU Nomor 1 Tahun 2024.
ABSTRACT

The legal analysis of debt and credit in terms of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) that debt and credit disputes that cannot be resolved by deliberation are instead reported to the police based on Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement and Article 378 of the Criminal Code on Fraud. At the same time, the substance of the criminal offense of embezzlement and the criminal offense of fraud differs from an agreement or a civil law action. To be criminally processed, there must be an act (actus reus) and malicious intent (mens rea) to fulfill the elements of the criminal article. The criminal responsibility of debt collectors is that two articles will ensnare debt collectors, namely Article 378 of the Criminal Code in Chapter XXV concerning fraudulent acts (bedrog) and Articles 27A and 27B concerning defamation, Article 29 concerning personal threats contained in Law Number 1 of 2024.

PENDAHULUAN


Hutang adalah sesuatu yang timbul dari sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Biasanya utang yang dibuat dengan perjanjian lisan adalah utang atas dasar saling percaya, misalnya perjanjian utang dengan keberat terdekat yang sangat dipercaya. Lalu yang kedua adalah utang yang dibuat dengan perjanjian tertulis, utang dengan perjanjian tertulis biasanya memuat beberapa hal, misalkan identitas pemberi dan penerima utang, jumlah utang, tanggal jatuh tempo dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari, utang secara lisan atas dasar kepercayaan maupun utang dengan perjanjian tertulis banyak menimbulkan masalah. Saat berjanji secara lisan ataupun tertulis untuk melakukan pelunasan ditanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan, banyak orang yang tidak melaksanakannya. Beberapa alasan yang sering ditemukan adalah seperti belum punya uang, keluarga yang sedang sakit, anak yang sedang butuh biaya besar, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang.

Dalam konsepnya, perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam KUHPerdata. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut. Kondisi diatas menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata. Selain itu, kapan seseorang dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana. Berdasarkan permasalahan di atas, timbul pertanyaan bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan oleh kreditur untuk menagih utangnya, lalu apakah seseorang dapat dipidana atas dasar tidak melaksanakan pembayaran atas utang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yurisdis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hutang piutang sangat berkaitan dengan kehidupan pada masyarakat Indonesia karena hutang saat ini sudah tidak dilakukan antar individu, namun juga dilakukan oleh antar kelompok. Oleh karena itu, fenomena hutang di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Hutang adalah alternatif bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas rasionalitas yang mendorong untuk berhutang. Dalam transaksi hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu sikap saling percaya dari yang memberi terhadap yang diberi hutang. Kepercayaan sangat diutamakan di dalam memberi hutang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan hutangnya sendiri. Pada dasarnya hutang piutang adalah perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang saling membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain, tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan. Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahuan yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaannya perjanjian hutang piutang antara pemberi dana dan peminjam dana dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain. Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari sikap seseorang terhadap uang, perbedaan sikap tersebut akan diikuti dengan perbedaan perilaku seseorang yang berhubungan dengan uang. Perilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. 
Perilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku berhutang, misalnya isolasi dan pengucilan terhadap individu dan kerenggangan antara masyarakat sekitar yang melakukan perilaku berutang yang tidak dapat membayarnya, adanya kerenggangan sosial terhadap individu yang berhutang karena adanya perasaan malu dan rasa kegagalan pribadi atas perbuatan hutang yang telah mereka lakukan dan kecemasan terhadap hutang yang dimiliki
 Dalam hutang piutang yang terjadi antara para pihak, tentunya pihak pemberi pinjaman uang ingin apa yang menjadi haknya terbayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan juga pihak peminjam uang sebisa mungkin untuk membayar dan memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam kesepakatan hutang piutang tersebut. Dan biasanya di dalam proses hutang piutang tersebut banyak juga yang tidak berjalan sesuai apa yang telah disepakati, bahkan ada yang sampai kesusahan maupun kerepotan untuk menagih hutang yang seharusnya dibayar oleh peminjam dana sehingga melakukan penagihan hutang berkali-kali kepada peminjam dana tetap tidak dihiraukan dan sampai melakukan penagihan sehingga menggunakan kata kasar disertai penghinaan bahkan menyebarluaskan di media sosial dengan memajang foto. 

Penagih utang tersebut dapat dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda Rp 750 juta. “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah Selain itu, pihak penagih utang juga dapat dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman sembilan bulan kurungan penjara.

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Enggak hanya kata-kata kasar dan ancaman, apabila penagih utang mendatangi rumah lalu melakukan penagihan secara kasar dengan ancaman kekerasan, maka bisa juga dilaporkan ke pihak kepolisian.
KESIMPULAN
Hukum hutang piutang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa sengketa utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyarawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut dan Tanggung jawab pidana pelaku penagih utang bahwa ada dua pasal yang akan menjerat bagi pelaku penagih utang yaitu Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog) dan Pasal 27A dan 27B soal pencemaran nama baik, Pasal 29 soal ancaman pribadi terdapat UU Nomor 1 Tahun 2024.
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